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ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “Pertimbangan Hukum Hakim dalam Penjatuhan Sanksi
Pidana Pelaku Pemalsuan Merck ON Palsu (Studi Putusan Nomor:
305/Pid.Sus/2022/PN. Bjm)". Dalam penelitian ini, penulis meneliti pertimbangan
hukum hakim terhadap pelaku pemalsuan merek yang melanggar ketentuan Undang-
Undang No. 20 Tahun 2016 Teatang Merek dan Indikasi Geografis. Adapun tujuan
pada penclitian ini yaitu: |. Untuk mengetahui dan menganalisis perumbangan
hukum hakim dalam penjatuban sanksi pidana pelaku pemalsuan merck dalam
pereduran oli palsu berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Banjurmasin Nomor
305/Pid Sus/2022/PN.Bjm?, dan 2. Untuk mengetahui dan menganalisis
pertanggungjawaban pidana pelaku pemalsuan merck dalam peredaran oli palsu
305/Pid.Sus/2022/PN.Bjm?. Penclitian ini menggunakan jenis penclitian normatif
dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (siatue approach)
dan pendekatan kasus (case approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa dasar
pertimbangan hakim pada Putusan Nomor: 305/Pid.Sus/2022/PN. Bjm didasarkan
pada Pasal 100 ayat (1) Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merck dan
Indikasi Geografis dengan mempertimbangkan unsur yuridis dan non-yuridis.
Bentuk pertanggungjawaban pidana didasarkan atas unsur tindak pidana pemalsuan
merck dan scgala fakta yang terungkap di persidangan, yakni berupa hukuman
penjara selama 9 bulan dan denda sebesar Rp10.000.000,- (scpuluh juta rupiah).

Kata Kunci: Pemalsuan Merek, Ratio Decidendi Hakim, Tanggung Jawab
Hukum.

Pembimbin Pembimbing Pembantu
ﬁr.. — i
Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H,
NIP. 19680221199512101 NIP. 198812032011012008
Mengetahul,
Ketua B ukum Pidana

NIP. 19630221199512101
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BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Produsen dapat mencapai tujuan mereka dalam situasi faktor
kebutuhan (rneed) dan keinginan (want) dari konsumen telah terpenuhi. Dalam
hal ini juga, konsumen merupakan pemakai barang maupun jasa yang
disediakan oleh produsen di tengah masyarakat baik untuk kepentingan
pribadi, keluarga, orang lain, hingga makhluk hidup.! Dalam membedakan
kualitas barang maupun jasa yang akan dipakai, pada umumnya konsumen
membedakan entitasnya dengan merek. Peraturan mengenai merek diatur
dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi
Geografis, dalam pasal 1 tersebut dijelaskan bahwa merek adalah tanda yang
dapat direpresentasikan secara grafis dalam bentuk gambar, logo, nama, kata,
huruf, angka, skema warna, dalam wujud 2 (dua) dan/atau 3 (tiga) dimensi,
suara, hologram atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk
membedakan barang dan/atau jasa yang dihasilkan oleh orang perseorangan
atau badan hukum yang terlibat dalam pemasaran barang dan/atau jasa.
Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis
juga merupakan penyempurnaan dari peraturan terdahulu, yakni Undang-

Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek.

! Atsar, A. & Apriani, R. Buku Ajar Hukum Perlindungan Konsumen. Deepublish. 2019,
hlm. 47.



Dengan adanya merek, konsumen dapat menentukan pilihannya
kepada suatu produk karena merek merupakan suatu jaminan atas produk.
Konsumen dalam membeli suatu barang berhak mendapatkan perlindungan
agar mendapatkan barang yang sesuai dengan yang diberitahukan sebelumnya.
Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subjek
hukum baik bersifat preventif maupun bersifat repsresif guna memberikan
suatu keadilan, kepastian, kedamaian, ketertiban, dan kemanfaatan.’
Perlindungan hukum preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya suatu
permasalahan, yang mengarahkan tindakan pemerintah agar lebih berhati-hati
dalam mengambil keputusan berdasarkan diskresi, sementara perlindungan
represif bertujuan untuk menyelesaikan suatu permasalahan, termasuk
perlakuannya di bidang peradilan.’

Pemberian perlindungan hak atas merek hanya dapat diberikan
kepada pemilik merek yang mereknya telah terdaftar saja. Perlindungan hukum
diberikan apabila terjadi suatu pelanggaran merek yang dilakukan oleh pihak
yang tidak memiliki hak terhadap suatu merek.* Dalam dunia perdagangan,

merek memiliki peran yang penting, karena memiliki merek yang terkenal

2 Tampubolon WS, 2016. Upaya Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Ditinjau Dari
Undang Undang Perlindungan Konsumen. Jurnal Ilmiah Advokasi, him. 53-61 Diakses melalui
https://jurnal.ulb.ac.id/index.php/advokasi/article/view/356%20pada%2025%20Juni%202023 pada
25 Juni 2023.

® Chosyali A, 2018. Perlindungan Hukum Hak Cipta Buku Pengetahuan Ditinjau Dari
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum,
hlm. 49-66 Diakses melalui https://ejournal.uksw.edu/refleksihukum/article/view/2247 pada 25 Juni
2023.

* Tommy Hendra Purwaka. Perlindungan Merek. Yayasan Pustaka Obor Indonesia. 2017,
hlm. 46.
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dapat mempengaruhi keberhasilan suatu bisnis terutama dalam hal pemasaran.
Dalam dunia perdagangan, pelanggaran merek dagang terkenal kerap kali
terjadi. Pelanggaran terjadi karena ada pihak yang tidak berhak menggunakan
merek untuk kepentingannya. Penyebab pelanggaran merek yang terjadi di
Indonesia adalah sebagai berikut:®
1. Perundang-undangan mengenai Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) di
Indonesia masih lemah. Pangsa pasar umumnya yaitu masyarakat lebih
suka membeli produk murah meskipun kualitasnya rendah;
2. Lemahnya pengawasan dan penegakan standar tersebut;
3. Minat masyarakat terhadap produk bermerek namun harganya murah;
4. Daya beli masyarakat masih rendah;
5. Kurang diperhatikannya kualitas suatu produk;
6. Tingkat kesadaran masyarakat terhadap pemalsuan merek masih rendah;
7. Kondisi ekonomi dimana masyarakat cenderung membeli merek palsu
karena harganya yang murah.

Apabila ditinjau menurut unsur-unsur yang terdapat di dalam
Undang-Undang No. 20 Tahun 2016, tindak pidana terhadap pemalsuan merek
terdiri dari perbuatan melawan hukum, adanya unsur kesengajaan, dan adanya
objek yang dalam hal ini merupakan merek yang sama dengan merek yang
terdaftar milik pihak lain. Tindak pidana merek tersebut di atas memungkinkan

untuk menindak berbagai produsen dengan mengambil jalan pintas dengan

5 Mirfa E, 2016. Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terdafiar. Jurnal Hukum, Samudra
Keadilan, hlm. 65-77 Diakses melalui https://mail.ejurnalunsam.id/index.php/jhsk/article/view/27
pada 1 Juli 2023.



https://mail.ejurnalunsam.id/index.php/jhsk/article/view/27

melakukan perilaku niaga curang, yaitu dengan melakukan pemalsuan dan
peniruan merek produk atau jasa tertentu. Pemalsuan dan peniruan merek yang
dilakukan oleh berbagai produsen tak hanya merugikan konsumen tetapi juga
merugikan pemilik merek yang sebenarnya.®

Pada kurun waktu 2019 hingga 2022, kasus pemalsuan merek di
Indonesia semakin melonjak setiap tahun. Hal ini yang seharusnya menjadi
perhatian pemerintah dalam menyikapi tindak pidana pemalsuan merek agar
pemilik merek tidak mengalami kerugian seperti menurunnya pendapatan.’

Tabel 1.1.Data Putusan Pemalsuan Merek di Indonesia Tahun 2019 — 2022

Tahun Jumlah Putusan Pemalsuan Merek di Indonesia
2019 24.689
2020 28.521
2021 27.968
2022 16.647

Sumber: Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2023
Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa kasus pemalsuan
merek di Indonesia sempat mengalami lonjakan yang serius di tahun 2019
sejumlah 24.689 kasus, hingga mengalami kenaikan pada tahun 2020 sejumlah

28.521 kasus dan mengalami penurunan sekitar tahun 2021 sejumlah 27.968

¢ Esther J & Nainggolan O, 2020. 4nalisis Hukum Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana
Pemalsuan Merek (Studi Kasus Putusan No: 87/Pid. Sus/2019/PN. PTI). Jurnal Hukum PATIK,
9(2), hlm. 70-78 Diakses melalui https://ejournal.uhn.ac.id/index.php/patik/article/view/233 pada 1
Juli 2023.

7 Siti Marwiyah, 2010. Perlindungan Hukum Atas Merek Terkenal. De Jure: Jurnal Hukum
dan Syariah, hlm. 40 Diakses melalui http://ejournal.uin-
malang.ac.id/index.php/syariah/article/view/50 pada 22 Juli 2023.
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kasus dan hingga akhirnya pada tahun 2022 berjumlah 16.647 kasus. Meskipun
mengalami penurunan, kerugian yang ditimbulkan atas tindak pidana
pemalsuan merek akan terus terjadi yang tak hanya dirasakan oleh pemilik
merek tetapi juga dirasakan oleh masyarakat selaku konsumen berupa
diterimanya mutu barang yang rendah.®

Apabila seseorang atau sekelompok orang melakukan tindak pidana
berupa pemalsuan merek, maka hal ini telah diatur dalam Pasal 100 Undang-
Undang No. 20 Tahun 2016 yang mengatur mengenai ketentuan pidana yakni
sebagai berikut:’

(1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak menggunakan Merek yang
sama pada keseluruhannya dengan Merek terdaftar milik pihak lain
untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau
diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5
(lima) tahun dan/atau  pidana denda paling banyak
Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

(2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak menggunakan Merek yang
mempunyai persamaan pada pokoknya dengan Merek terdaftar milik
pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi
dan/atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling
lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak
Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

(3) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dan ayat (2), yang jenis barangnya mengakibatkan
gangguan kesehatan, gangguan lingkungan hidup, dan/atau
kematian manusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10
(sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00
(lima miliar rupiah).

8 Ibid.

® Lihat Pasal 100 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi
Geografis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 252, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5953)



Adapun contoh perkara mengenai tindak pidana pemalsuan merek,
maka berikut penulis kemukakan Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin
Nomor 305/Pid.Sus/2022/PN.Bjm. Dalam putusan tersebut, diuraikan
mengenai awal mula PT. Astra Motor selaku pemegang sertifikat merek dari
produk oli merek AHM Oil MPX 1, AHM Oil MPX 2, dan AHM Oil
Transmission Gear Oil yang telah terdaftar secara resmi di Direktorat Jenderal
Kekayaan Intelektual Kemenkumham RI dan masih di jual di pasaran. Akan
tetapi, setelah petugas kepolisian dari Ditreskrimsus Polda Kalimantan Selatan
berkoordinasi dengan pihak PT. Astra Honda Motor untuk memastikan produk
oli sepeda motor yang dijual di pasaran merupakan produk yang berasal dari
PT. Astra Honda Motor, pihak PT. Astra Honda Motor yang diwakili oleh saksi
Robert P. Panggabean, S.H., M.H. dengan didampingi oleh petugas kepolisian
Ditreskrimsus Polda Kalsel melakukan pengecekan langsung terhadap Toko
Berkat Motor yang bergerak di bidang perdagangan suku cadang sepeda motor
dan oli sepeda motor yang dikelola oleh saksi Ipan Khairani Alias Ipan Bin
Aini. !

Pada saat dilakukannya pengecekan di Toko Berkat Motor dan
gudang, saksi Ipan Khairani Alias Ipan Bin Aini telah menjual pelumas atau oli
yang menggunakan merek AHM Oi/ MPX 1, AHM Oil MPX 2, dan AHM Oil
Transmission Gear Oil untuk diperdagangkan dan pelumas atau oli yang dijual
saksi Ipan Khairani bukanlah oli yang berasal dari PT. Astra Honda Motor,

melainkan diperoleh dengan cara membeli di toko Cilongok Jaya Ban milik

10 Lihat Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 305/Pid.Sus/2022/PN.Bjm.



Terdakwa Hiu Ci Sin Alias Budi Setiawan yang menjual oli motor dari berbagai
merek maupun spare part sepeda motor dengan harga yang jauh lebih murah
dari yang dijual di tempat resmi. Sebelumnya, terdakwa Hiu Ci Sin Alias Budi
Setiawan telah memberitahu saksi Ipan Khairani bahwa oli yang dibeli dari
terdakwa tersebut bukanlah produksi resmi dari PT. Astra Honda Motor dan
terdakwa bukan merupakan distributor oli yang dijualnya tersebut.!!

Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin dengan mempertimbangkan
pasal 100 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016
Tentang Merek dan Indikasi Geografis, menetapkan terdakwa telah terbukti
secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan tanpa
hak menggunakan merek yang sama pada keseluruhannya dengan merek
terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi
dan/atau diperdagangkan” dengan dijatuhkan pidana penjara selama 9
(sembilan) bulan dan denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)
dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana
kurungan selama 1 (satu) bulan.!?

Dengan adanya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang
Merek dan Indikasi Geografis telah menjamin perlindungan hukum dari merek
yang telah terdaftar. Oleh karena itu, jika terjadi pelanggaran merek yang telah

terdaftar maka pemilik merek dapat menggugat si pelanggar tersebut ke

" Ibid.

12 Lihat Pasal 100 angka (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan
Indikasi Geografis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 252, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5953).



Pengadilan setempat.!> Namun, diperlukan penjelasan mengenai bagaimana
spesifiknya undang-undang tersebut diterapkan untuk menjawab pertanyaan
mengapa gugatan tidak sama dengan yang diputuskan kepada pelaku pidana
pemalsuan merek agar tidak menimbulkan kebingungan di tengah masyarakat
dan penjelasan mengenai pertanggungjawaban pelaku yang harus diberlakukan
agar pemilik merek yang terdaftar secara resmi mendapatkan keadilan atas
kerugian yang diterima akibat dari pelaku pemalsuan merek.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis tertarik untuk
menganalisis kasus pemalsuan merek di Indonesia dikarenakan tindak pidana
pemalsuan merek bukan hanya menyebabkan kerugian pada konsumen, namun
juga menimbulkan kerugian pada pemilik merek yang telah resmi
mendaftarkan mereknya ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual
Kementerian Hukum & HAM Republik Indonesia. Penulis akan mengulas isu
hukum mengenai pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual di bidang pemalsuan
merek berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor
305/Pid.Sus/2022/PN.Bjm dari perspektif hukum pidana. Maka dari itu,
penulis membahasnya secara ilmiah dalam bentuk skripsi yang berjudul
“Pertimbangan Hukum Hakim dalam Penjatuhan Sanksi Pidana Pelaku

Pemalsuan Merek Oli Palsu.”

13 Kalalo PF, 2021. Gugatan Pemilik Merek Terdafiar Terhadap Pihak Lain Apabila Tanpa
Hak Menggunakan Merek Barang Yang Mempunyai Persamaan Pada Pokoknya Atau
Keseluruhannya. Lex Privatum, hlm. 121 Diakses melalui
https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/33252 pada 7 Juli 2023.



https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/33252

B. Rumusan Masalah
Berdasarkan penjelasan mengenai latar belakang di atas, maka
permalasahan yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Apa pertimbangan hukum hakim dalam penjatuhan sanksi pidana pelaku
pemalsuan merek dalam peredaran oli palsu berdasarkan Putusan
Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 305/Pid.Sus/2022/PN.Bjm?,

2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku pemalsuan merek dalam
peredaran oli palsu berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin

Nomor 305/Pid.Sus/2022/PN.Bjm?.

C. Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan
penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hukum hakim dengan
penjatuhan sanksi pidana pelaku pemalsuan merek dalam peredaran oli
palsu berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor
305/Pid.Sus/2022/PN.Bjm.

2. Untuk mengetahui dan menganalisis pertanggungjawaban pidana pelaku
pemalsuan merek dalam peredaran oli palsu berdasarkan Putusan

Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 305/Pid.Sus/2022/PN.Bjm.
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D. Manfaat Penelitian
Berdasarkan tujuan penelitian di atas, adapun manfaat yang
diharapkan dapat diambil dari penulisan skripsi ini adalah:
1. Manfaat Teoritis
Hasil penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan rujukan
maupun bahan acuan mengenai pengembangan ilmu hukum, terkhususnya
di bidang hukum pidana yang berkaitan dengan pertimbangan hukum
hakim dalam penjatuhan sanksi pidana pelaku pemalsuan merek dalam
peredaran oli palsu.
2. Manfaat Praktis
Hasil penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan
pengetahuan maupun sumber informasi dari pertimbangan hukum hakim
dalam penjatuhan sanksi pidana pelaku pemalsuan merek dalam peredaran
oli palsu yang ditinjau berdasarkan putusan nomor 305/Pid.Sus/2022/PN.

Bjm.

E. Ruang Lingkup Penelitian
Dalam penulisan skripsi ini, terdapat batasan penelitian agar
pembahasan tidak melebar sehingga keluar dari pokok permasalahan yang akan
dibahas. Maka dari itu, penulis hanya memfokuskan kepada permasalahan
terkait dengan pertimbangan hukum hakim dan pertanggungjawaban pidana
pelaku pemalsuan merek dalam peredaran oli palsu dalam Putusan Pengadilan

Negeri Banjarmasin Nomor 305/Pid.Sus/2022/PN.Bjm.



11

F. Kerangka Teori
Penelitian hukum adalah suatu proses menemukan norma hukum,
asas-asas hukum atau doktrin hukum dengan tujuan memberikan jawaban atas
pertanyaan-pertanyaan hukum yang bersangkutan. Oleh karena itu, dalam
penelitian hukum diperlukan kerangka teori atau landasan teori sebagai syarat
yang sangat penting.!* Kerangka teori yang digunakan dalam penelitian ini
adalah sebagai berikut:
1. Teori Pertimbangan Hakim
Istilah Pertimbangan hakim atau ratio decidendi merupakan istilah
dari bahasa latin rationes decidendi, yang didefinisikan sebagai alasan dari
sebuah keputusan. Dalam Pasal 11 angka (1) Undang-Undang Nomor 48
Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa:
“Pengadilan bertugas dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara
dengan jumlah majelis sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang hakim, kecuali
undang-undang menentukan hal lain”.!® Teori ini didasarkan pada filosofi
fundamental dengan mempertimbangkan semua aspek yang berkaitan
dengan masalah yang disengketakan dan kemudian mencari peraturan

Perundang-undangan yang relevan dengan masalah yang disengketakan

14 Peter Mahmud Marzuki. Penelitian Hukum: Edisi Revisi. Jakarta: Prenada Media. 2011,
hlm. 35.

15 Lihat Pasal 11 angka (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan
Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5076).
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sebagai dasar hukum untuk mengambil keputusan.!® Dasar falsafah
merupakan bagian dari pertimbangan hakim dalam mengambil keputusan,
karena falsafah sering dikaitkan dengan hati nurani dan rasa keadilan hakim
sehingga putusan dapat memberikan rasa keadilan yang tidak hanya
bergantung pada keadilan formil, tetapi juga keadilan materil, dengan tidak
mengabaikan mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan
objek perkara.

Ratio Decidendi adalah fakta-fakta material dan alasan-alasan
hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai pada putusannya.
Menurut Goodheart, ratio decidendi menunjukkan bahwa ilmu hukum
bersifat preskriptif dan bukan deskriptif. Ratio decidendi adalah bentuk
penafsiran dari hakim, atau pertimbangan hakim yang dijadikan dasar
pertimbangan oleh pembuat undang-undang ketika faktornya merupakan
fakta material, karena hakim dan para pihak akan mencari dasar hukum
yang tepat untuk menerapkan dan menyatakan fakta pada suatu kasus yang
diadilinya.!” Pertimbangan hakim merupakan unsur-unsur dasar yang
diperhitungkan dalam pengambilan keputusan. Hakim dalam mengambil
keputusan harus memperhatikan unsur subjektif dan objektif. Apabila
unsur-unsur tersebut terpenuhi, hakim akan mempertimbangkan hal-hal

yang meringankan dan memberatkan dalam putusan yang akan dijatuhkan

16 Mangku DGS, 2013. Fungsi Evaluatif Filsafat Hukum terhadap Hukum Positif
Indonesia. Pandecta Research Law Journal, hlm. 36 Diakses melalui
https://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/pandecta/article/view/2351 pada 4 Juli 2023.

17 Ibid
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kemudian. Pertimbangan hakim dinilai dari faktor hukum dan non hukum
yang kesemuanya harus dicantumkan dalam putusan.'®

Fungsi dari ratio decidendi adalah untuk mengemukakan pokok-
pokok pikiran dari suatu problematika konflik hukum, yaitu antara satu
orang dengan orang lain, atau antara masyarakat dengan pemerintah dalam
perkara-perkara yang kontroversial atau kontraproduktif. Terlebih jika
menyangkut baik buruknya penegakan hukum dan sistem penegakan
hukum, sikap lembaga peradilan dan lembaga peradilan.!® Perlu diketahui
bahwa lembaga peradilan adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk
menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.?
Ketika ratio decidendi ditemukan dalam suatu keputusan, biasanya
ditemukan pada bagian-bagian tertentu. Indonesia yang menganut sistem
civil law, keputusan hakim dapat diajukan atas pertimbangan-pertimbangan
yang menjadi putusan atas pokok perkara. Tindakan hakim untuk
mengeluarkan suatu keputusan tidak lagi dapat diperdebatkan karena
merupakan tindakan yang sangat penting dengan insting dalam penafsiran
kreatif suatu undang-undang dan merupakan pilihan terbaik di antara

berbagai kemungkinan yang muncul.

18 Brwin Sulaiman, 2019. Ratio Decidendi Hakim Terhadap Putusan Lepas Dari Segala
Tuntutan Hukum (Studi Putusan Nomor: 102/Pid.B/2014/PN Kka Tentang Tindak Pidana
Penggelapan. Jurnal Halu Oleo, hlm. 81 Diakses Melalui
http://ojs.ubo.ac.id/index.php/holresch/article/view/6066 Pada 25 Juni 2023.

19 Abraham Amos H.F.. Legal Opinion Teoritis & Empirisme. Jakarta: PT Grafindo
Persada. 2007, him. 34.

20 Lihat Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan
Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5076).
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Teori ratio decidendi ini digunakan untuk memecahkan rumusan
masalah poin pertama dalam penelitian yang dibahas, yaitu apa
pertimbangan hukum hakim dalam penjatuhan sanksi pidana pelaku
pemalsuan merek dalam peredaran oli palsu berdasarkan Putusan
Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 305/Pid.Sus/2022/PN.Bjm. Hal ini
didasarkan karena putusan hakim (ratio decidendi) berperan penting dalam
mewujudkan nilai suatu putusan yang mengandung keadilan dan kepastian
hukum. Putusan hakim didasarkan pada pertimbangan hakim dan harus
diamati secara cermat, benar, dan teliti. Apabila pertimbangan hakim tidak
dipertimbangkan dengan cermat, benar, dan teliti, maka putusan hakim
yang didasarkan atas pertimbangan hakim tersebut dapat dibatalkan oleh
Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung.?!

2. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Berdasarkan asas legalitas, dengan tidak adanya unsur kesalahan
dalam perbuatan melawan hukum, maka perbuatan tersebut tidak dapat
dipidana, yaitu asas tidak ada kejahatan tanpa kesalahan (nulum poena sine
culpa).?* Kesalahan dalam hal ini adalah pelaku telah melakukan, tidak
dapat dan tidak melakukan suatu perbuatan yang memenuhi unsur-unsur
kejahatan. Asas ini merupakan asas dasar tidak tertulis untuk menjatuhkan
pidana kepada orang yang melakukan tindak pidana dan tidak dipidana jika

tidak terdapat suatu kesalahan. Dasar ini mengacu pada tanggung jawab

2l Mukti Arto. Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama. Yogyakarta: Pustaka
Pelajar. 2004, hlm. 140.
22 Mahrus Ali. Dasar Dasar Hukum Pidana. Sinar Grafika. 2022, hlm. 155.



15

seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya, yang berarti bahwa
seseorang hanya dapat dimintai pertanggungjawaban apabila ia melakukan
kesalahan atau melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan
perundang-undangan.?

Untuk dapat dinyatakan bersalah atas perbuatan seseorang yang
melakukan tindak pidana harus terdapat unsur-unsur kesalahan, yakni
sebagai berikut:**

a. Adanya kemampuan si pembuat untuk bertanggung jawab mengandung
arti bahwa keadaan pikiran si pembuat kejahatan harus normal,;

b. Ada hubungan batin antara si pembuat dengan perbuatannya yang
disengaja (dolus) atau lalai (culpa); dan

c. Tidak ada alasan untuk menghapus kesalahan atau tidak ada alasan
untuk memaafkan.

Secara sederhana dapat dipahami bahwa pertanggungjawaban
pidana adalah suatu keadaan yang harus ada secara objektif pada diri
terdakwa dan subjektif pada pelaku.?® Jika tindakan yang dilakukan
melawan hukum dan tidak ada alasan untuk membenarkan atau
menyangkalnya, maka tindakan tersebut secara sah dinyatakan melanggar

hukum dan akan dikenakan sanksi atas apa yang telah dilakukan. Hal inilah

23 Hakim L. Asas-Asas Hukum Pidana Buku Ajar Bagi Mahasiswa. Deepublish. 2020, hlm.
97.

24 PAF. Lamintang. Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia. Bandung: PT. Citra Aditya
Bakti. 2001, hlm. 25.

25 Fadlian A, 2020. Pertanggungjawaban Pidana Dalam Suatu Kerangka Teoritis. Jurnal
Hukum Positum, hlm. 10-19 Diakses Melalui
https://journal.unsika.ac.id/index.php/positum/article/view/5556 Pada 1 Juli 2023.
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yang mendasari bahwa teori pertanggungjawaban pidana digunakan untuk
memecahkan rumusan masalah poin kedua dalam penelitian yang dibahas,
yaitu bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku pemalsuan merek
dalam peredaran oli palsu dalam Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin

Nomor 305/Pid.Sus/2022/PN.Bjm.

G. Metode Penelitian
Metode penelitian merupakan salah satu tahap yang dipergunakan
dalam mencari serta meneliti data guna mendapatkan sebuah pengetahuan baru
yang nantinya bisa digunakan demi memahami suatu permasalahan di lingkup
hukum.?¢ Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi
ini adalah sebagai berikut:
1. Jenis Penelitian
Dalam penelitian ini, digunakan metode penelitian hukum normatif.
Penelitian normatif merupakan penelitian hukum yang dilaksanakan
dengan cara mempelajari bahan-bahan kepustakaan.?’ Penelitian ini dikaji
dengan mempelajari berbagai buku-buku, jurnal ilmiah, peraturan
Perundang-undangan, pendapat para ahli, dan dokumen lainnya yang
berkaitan dengan penelitian. Peneliti sendiri secara tertulis akan menelaah

dalam beberapa aspek, antara lain:

26 Jonaedi Efendi & Johnny Ibrahim. Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris.
Depok: Prenadademia Group. 2016, him. 3.

27 Soerjono Soekanto & Sri Mahmudji. Penelitian Hukum Normatif Suatu Tujuan Singkat.
Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2003, hlm. 13.
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a. Peraturan perundang-undangan yang masih berlaku dan belum diganti
atau dicabut dalam wilayah hukum Indonesia;
b. Teori hukum berupa doktrin yang relevan bagi penelitian hukum; dan
c. Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor
305/Pid.Sus/2022/PN.Bjm.
2. Pendekatan Penelitian
Penelitian ini menggunakan pendekatan peraturan Perundang-
undangan (statue approach) dan pendekatan kasus (case approach), yang
dikaji sebagai berikut:
a. Pendekatan Perundang-Undangan (statue approach)

Dalam pendekatan ini, penulis memahami segala Undang-Undang
maupun regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti atau
dibahas.?® Dalam penelitian ini, penulis dapat menggunakan Undang-
Undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis serta
peraturan hukum pidana sebagai acuan dalam memahami bagaimana
seharusnya pertanggungjawaban hukum pelaku tindak pidana
pemalsuan merek dalam peredaran oli palsu.

b. Pendekatan Kasus (case approach)
Dalam pendekatan ini, penulis menelaah kasus yang berkaitan

dengan permasalahan hukum yang sedang ditangani.?® Atas dasar

28 Muhaimin. Metode Penelitian Hukum. Mataram: Mataram University Press. 2020, him
56.

2 Made Pasek Diantha. Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori
Hukum. Jakarta: Prenada Media Group. 2016, hlm. 14.
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tersebut, penulis menelaah putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin
Nomor 305/Pid.Sus/2022/PN.Bjm mengenai penegakan hukum
terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan merek dalam peredaran oli
palsu.
3. Sumber dan Jenis Bahan Hukum
Adapun sumber dan jenis bahan hukum yang digunakan dalam
penulisan skripsi ini diperoleh dari data sekunder. Data sekunder
merupakan data yang diperoleh atau berasal dari bahan pustaka. Untuk
memecahkan masalah hukum dengan cara preskriptif, maka sumber hukum
penelitian diperlukan dan dapat dibagi menjadi bahan hukum primer, bahan
hukum sekunder dan bahan hukum tersier, yakni:
a. Bahan hukum primer
Bahan hukum primer adalah segala dokumen hukum yang bersifat
mengikat dan terdiri dari aturan atau peraturan dasar, peraturan
perundang-undangan, dokumen hukum yang tidak dikodifikasi,
yurisprudensi (keputusan hakim), dan perjanjian (traktat). Adapun
bahan hukum primer yang diterapkan oleh penulis, yakni:
1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi
Geografis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 252, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5953);3°

30 Indonesia, Undang-Undang tentang Merek dan Indikasi Geografis, UU No. 20 Tahun
2016, LN No. 252 Tahun 2016, TLN No. 5953.
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2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan
Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5076);!

3) Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor
305/Pid.Sus/2022/PN.Bjm.*

b. Bahan hukum sekunder
Bahan hukum primer diperkuat dengan bahan hukum sekunder
berupa buku-buku penulisan-penulisan ilmiah hukum yang berkaitan
dengan objek penelitian sehingga bahan hukum sekunder berfungsi
sebagai bahan hukum yang menjelaskan tentang sumber bahan hukum
primer.*
c. Bahan hukum tersier
Bahan hukum tersier merupakan sumber penelitian yang dalam hal
ini merupakan bahan hukum yang akan berguna dalam memberikan
petunjuk atau informasi dari bahan hukum primer dan dokumen hukum
sekunder. bahan hukum tersier terdiri dari ensiklopedia, kamus Hukum,
Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), dan berbagai bahan yang

diperoleh dari media internet yang signifikan.>*

3! Indonesia, Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman, UU No. 48 Tahun 2009, LN
No. 157 Tahun 2009, TLN No. 5076.

32 Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 305/Pid.Sus/2022/PN.Bjm.

33 Sri Mamudji. Penelitian Hukum Normatif. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2006,
hlm. 13.

34 Ibid.
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4. Teknik dan Pengumpulan Bahan Hukum
Adapun teknik dan pengumpulan bahan hukum yang digunakan
dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan dengan menelusuri data
hukum primer, data hukum sekunder, data hukum tersier, dan putusan
pengadilan. Hal ini dilakukan dengan cara mengumpulkan, mempelajari,
dan menganalisis putusan terkait dengan permasalahan yang dibahas pada
penelitian. Penyusunan ini juga dilakukan dengan mempelajari buku-buku,
peraturan perundang-undangan, dan jurnal hukum.
5. Teknik Analisis Bahan Hukum
Penelitian ini menggunakan teknik analisis kualitatif, yaitu teknik
analisis deskriptif dengan menguraikan bahan-bahan hukum yang telah
diimplementasikan. Dalam pandangan Bogdan dan Taylor, analisis data
kualitatif adalah suatu metode yang digunakan untuk menganalisis data
dengan cara mendeskripsikan data dengan bentuk verbal dan digunakan
untuk menginterpretasikan data lisan atau tulisan tertentu dan perilaku yang
diamati.*>
6. Teknik Pengambilan Kesimpulan
Bahan hukum yang telah diperoleh selanjutnya dianalisis dengan
menggunakan metode induktif, yang mana pada metode ini bertujuan untuk

memahami suatu penelitian dengan melakukan suatu pengamatan yang

35 Bakhrudin All Habsy, 2017. Seni Memahami Penelitian Kualitatif dalam Bimbingan dan
Konseling. Jurnal Konseling Andi Matappa, hlm. 93 Diakses melalui https://journal.stkip-andi-
matappa.ac.id/index.php/jurkam/article/view/56 pada 4 Juli 2023.
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https://journal.stkip-andi-matappa.ac.id/index.php/jurkam/article/view/56
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bersifat khusus, agar selanjutnya ditarik suatu kesimpulan yang luas

berdasarkan hasil dari pengamatan di dalam penelitian tersebut.?®

36 Mustofa I, 2016. Jendela Logika dalam Berfikir; Deduksi dan Induksi sebagai Dasar
Penalaran Ilmiah. El-Banat: Jurnal Pemikiran dan Pendidikan Islam, him. 1-21 Diakses Melalui
http://ejournal kopertais4.or.id/susi/index.php/elbanat/article/view/2875 Pada 4 Juli 2023.
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